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ABSTRAKSI

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut di Indonesia sangat berkaitan
dengan dinamika yang berkembang pada masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya
reformasi perpajakan dan retribusi daerah pada tahun 2009, yang ditandai dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut terdapat penambahan satu jenis
pajak provinsi yaitu pajak rokok dengan tujuan untuk mendorong daerah
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)yang berasal dari daerah itu sendiri.
Reformasi yang terjadi mengakibatkan pemerintah daerah harus segera menyesuaikan
peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Rokok merupakan salah satu pajak yang baru
sehingga perlu pemahaman yang lebih komprehensif untuk itu perlu dianalisis
Apakah penarikan Pajak Rokok sudah sesuai dengan prinsip prinsip pemungutan
pajak. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan bagi wajib pajak yang keberatan
terhadap Pajak Rokok.

Penerapan pajak rokok akan berpotensi mengakibatkan penurunan output pada
industri rokok dan cengkeh. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan syarat pemungutan
pajak karena dengan adanya pemungutan pajak membuat banyak perusahaan yang
tidak lagi dapat melanjutkan usahanya atau merugikan kepentingan umum dan
menghalang-halangi usaha rakyatnya dalam menuju kebahagiaan.

Untuk Menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak rokok maka wajib pajak
dapat mengajukan mengajukan keberatan kepada kepala daerah yang menerbitkan
surat ketetapan pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah. Selain upaya banding yang dapat diajukan ke pengadilan pajak,
wajib pajak yang merasa tidak puas atas pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang
dilakukan oleh fiskus memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap fiskus.
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